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Abstrak

Wacana dana aspirasi sebesar Rp11,2 triliun yang diusulkan DPR menjadi polemik dalam masyarakat.
Polemik itu terjadi, salah satunya pada media sosial Kompasiana.Untuk itu, tulisan ini membahas
fenomena pragmatik (pematuhan dan pelanggaran) pada rubrik Kompasiana dengan metode
deskriptif kualitatif. Sementara itu, dalam pemerolehan data digunakan teknik unduh dan dalam
penganalisisan digunakan metode interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para kompasianer
(penulis artikel) mematuhi prinsip-prinsip kesopanan. Prinsip kesopanan yang digunakan meliputi
maksim kearifan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, dan maksim simpati.
Pematuhan tersebut menunjukkan bahwa kompasianer menempatkan diri sebagai bagian masyarakat.
Di sisi lain, pelanggaran prinsip kesopanan meliputi maksim pujian, yakni mengkritik langsung;
bertutur kasar, sengaja ingin memojokkan mitra tutur, dan menyampaikan tuduhan atas dasar
kecurigaan terhadap mitra tutur. Pelanggaran maksim kesepakatan ditunjukkan dengan pertentangan
pemahaman mengenai usulan dana aspirasi DPR. Pelanggaran-pelanggaran itu berfungsi untuk
menyampaikan kritik pedas kepada anggota DPR.

Kata kunci: pragmatik, kesantunan, Kompasiana

Abstract

Discourse aspiration funds amounting to Rp 11.2 trillion which is proposed by House of Representatives is being
debated in society. Polemics happens, one of them on social media Kontpasiana. Therefore, this study discusses
pragmatics phenomenon (compliance and violation) of Kompasiana rubric with descriptive qualitative method.

Meanwlile, the data is obtained by using download techniques and in analyzing data employs interactive
methods. The result shows that the kompasianer (author of the article) adheres to the principles of modesty.

Politeness principles used include tact maxim, approbation maxim, modesty maxim, agreement maxin and
sympatiny maxim. The compliance function indicates that konpasianer get themselves as part of society. Meanwhile,

violation of the nodesty principle covers praise maxims, namely denounces members of Parliament in various
ways, suchas directly criticize with harsh words or phrases; speak with a driven sense of emotion; deliberately
want to discredit hearer; convey the charges on the basis of suspicion against the hearer. Further violation of
agreement niaxim shows by the opposition understanding of the Representative aspiration fund. The intention of
violation is to convey scathing criticisin to members of Representative members.

Keywords: pragmatic, politeness, Kompasiana
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1. Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat menggulirkan
usulan dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun.
Rapat paripurna DPR pada 23 Juni 2015 memu-
tuskan untuk mengesahkan peraturan Usulan
Program Pembangunan Daerah Pemilihan
(UP2DP) atau dana aspirasi (dalam http://
nasional.kompas.com). Pemerintah secara tegas
memberikan penolakan usulan dana aspirasi
tersebut. Menteri PPN/ Kepala Bappenas Andrinof
Chaniago menyebut Presiden Joko Widodo telah
menolak Usulan Program Pembangunan Da-
erah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi.
Andrinof menambahkan bahwa-dana aspirasi
tidak sesuai dengan rencana dan visi misi
Presiden Jokowi (dalam www.merdeka.com).
Selain dari pemerintah, keputusan DPR tersebut
juga memicu penolakan dari masyarakat. Bera-
gam opini pun berkembang di masyarakat. Seba-
gian besar masyarakat memberikan penolakan
terhadap usulan tersebut. Masyarakat menyam-
paikan keluhan dan penolakan, mengenai usul-
an dana aspirasi, melalui berbagai media sosial.

Salah satu media sosial yang digunakan
masyarakat untuk menyampaikan penolakan
dana aspirasi ialah Kompasiana. Masyarakat
melalui rubrik Politik Kompasiana menyampai-
kan penolakan berdasarkan sudut pandang
masing-masing. Semua tulisan kompasianer (se-
butan bagi penulis artikel di Kompasiana) yang
terkait dengan usulan dana aspirasi DPR berisi
penolakan dan kritikan bagi DPR. Para kom-
pasianer menyampaikan kritik kepada DPR
dengan penggunaan bahasa yang variatif. Se-
bagian kompasianer menggunakan nuansa
emosi dalam tulisan-tulisan yang diunggah di
rubrik Politik Kompasiana. Padahal, dalam pe-
nyampaian seperti di media massa, kritik tetap
harus memperhatikan prinsip-prinsip keso-
panan tersebut.

Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik
untuk menganalisis pematuhan dan pelanggar-
an prinsip-prinsip kesopanan pada rubrik Poli-
tik di Kompasiana yang membahas usulan dana
aspirasi DPR. Selain itu, dalam penelitian ini
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juga dianalisis fungsi pematuhan dan pelang-
garan tersebut. Hasil penelitian ini bermanfaat
sebagai bahan masukan bagi para kompasianer
ketika membuat tulisan, khususnya di mesia so-
sial Kompasiana.

2. Landasan Teori
2.1 Kompasiana

Kompasiana merupakan blog jurnalis yang
berada di bawah Kompas Online. Setiap orang
yang tergabung dalam Kompasiana bebas me-
wartakan peristif«va. Kompasianer juga dapat
menyampaikan pendapat, gagasan, dan aspi-
rasinya dalam bentuk tulisan, gambar, re-
kaman audio, atau video. Kompasiana (dalam
http:/ /id.wikipedia.org) menampung beragam
konten dari semua lapisan masyarakat, juga
dari beragam latar belakang budaya, hobi, pro-
fesi, dan kompetensi.

Rubrik Politik merupakan salah satu ha-
laman yang memuat artikel-artikel menarik
terkait perkembangan politik. Rubrik Politik
memiliki banyak peminat. Isu yang diangkat
selalu dinamis, mengikuti perkembangan per-
politikan nasional dan internasional. Isu perpo-
litikan nasional selalu menarik untuk disimak.
Seiring kebebasan berpendapat, masyarakat
leluasa bebas menyampaikan ulasan maupun
kritikan terhadap kebijakan yang tidak prorak-
yat.

Kompasiana memberikan keleluasaan bagi
para kompasianer untuk menyampaikan pen-
dapat sesuai dengan sudut pandang masing-
masing. Meskipun demikian, sebagai bentuk
kontrol, Kompasiana memiliki aturan atau etika
bagi setiap artikel kompasianer. Salah satunya,
dengan mengedepankan penggunaan bahasa
yang sopan.

2.2 Prinsip Kesopanan

Kesopanan dalam KBBI Daring dimaknai
1) adat sopan santun; tingkah laku (tutur kata)
yang baik; tata krama; 2) keadaban; peradab-
an; 3) kesusilaan (dalam http:/ /badanbahasa.



kemdikbud.go.id). Kesopanan, berdasarkan
definisi tersebut merupakan bentuk adat sopan
santun dalam bertingkah laku (tutur kata) yang
baik. Sedangkan menurut Leech (1993:161) so-
pan santun sering diartikan secara dangkal se-
bagai suatu ‘tindakan yang sekadar beradab’.
Dengan itu, makna yang lebih mendalam ten-
tang sopan santun berbahasa ialah adat sopan
santun tutur kata yang baik yang mengaitkan
daya dan makna yang dalam pelaksanaannya
dapat mengabaikan prinsip kerja sama. Arti-
nya, prinsip kerja sama tidak dapat menjelas-
kan mengapa manusia sering menggunakan ca-
ra yang tidak langsung untuk menyampaikan
apa yang dimaksud. Oleh karena itu, dalam
hal ini peranan sopan santun menjadi penting.
Sopan santun tidak sebatas mengungkapkan
cara bertutur yang sopan, melainkan juga
mengungkapkan alasan penggunaan bahasa
tersebut.

Penelitian kesopanan berbahasa berjalan
seiring dengan perkembangan masyarakat.
Menurut Rahardi (2009:35) penelitian keso-
panan mengkaji penggunaan bahasa (language
use) dalam suatu masyarakat bahasa tertentu.
Masyarakat tutur yang dimaksud adalah ma-
syarakat dengan aneka latar belakang situasi
sosial dan budaya yang mewadahinya. Hal
yang dikaji dalam penelitian kesopanan ialah
maksud dan fungsi tuturan.

Sebagai retorika interpersonal, pragmatik
membutuhkan prinsip kesopanan (politeness
principle). Prinsip kesopanan tersebut berhu-
bungan dengan dua peserta percakapan, yakni
diri sendiri (self) dan orang lain (other) (Wijana,
2009:51). Diri sendiri adalah penutur. Orang
lain adalah lawan tutur dan orang ketiga yang
dibicarakan antara penutur dan lawan tutur.
Dalam konteks artikel di rubrik Politik Kon-
pasiana, diri sendiri adalah kompasianer (pe-
nulis), sedangkan orang lain adalah masyara-
kat (pembaca), dan orang ketiga ialah orang
yang dibicarakan penulis (anggota DPR, peme-
rintah, dan masyarakat).
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Selain memperhatikan pihak-pihak terkait,
menurut Chaer dalam Masfufah (2013:103) ada
tiga hal pokok yang harus diperhatikan dalam
memberikan tuturan, yaitu (1) identitas sosial
budaya para partisan (penutur dan lawan
tutur), (2) topik tuturan, (3) konteks waktu, si-
tuasi, dan tempat penuturan berlangsung. Se-
lain itu, tuturan juga dipengaruhi oleh tujuan
pertuturan. Dengan demikian, dalam bertutur
(lisan maupun tulisan) harus diperhatikan
identitas sosial budaya para partisan, topik tu-
turan, konteks, dan juga tujuan. Hal-hal pokok
tersebut menjadi pertimbangan kesopanan da-
lam tuturan. Pesan yang disampaikan dapat
dengan baik diterima peserta tutur apabila ko-
munikasi yang terjalin mempertimbangkan
prinsip-prinsip kesopanan berbahasa.

Prinsip kesopanan berbahasa sebagai-
mana dikemukakan oleh Leech (1993:206-207)
mencakupi hal-hal berikut.

a. Maksim kearifan (tact maxim). Buatlah
kerugian orang lain sekecil mungkin.
Buatlah keuntungan orang lain sebesar
mungkin.

b. Maksim kedermawanan (generosity
maxint). Buatlah keuntungan diri sendiri
sekecil mungkin. Buatlah kerugian diri
sendiri sebesar mungkin.

c. Maksim pujian (approbation maxim).
Kecamlah orang lain sesedikit mungkin.
Pujilah orang lain sebanyak mungkin.

d. Maksim kerendahan hati (modesty maxint).
Pujilah diri sendiri sesedikit mungkin.
Kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin.

e. Maksim kesepakatan (agreement maxim).
Usahakan agar kesepakatan dari orang
lain terhadap diri sendiri sesedikit mung-
kin. (Usahakan agar kesepakatan dari sen-
diri terhadap orang lain terjadi sebanyak
mungkin).

f.  Maksim simpati (sympathy maxim). Ku-
rangi sebanyak-banyaknya rasa antipati
terhadap orang lain. Tingkatkan rasa sim-
pati sebanyak-banyaknya terhadap orang
lain).
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Penerapan maksim-maksim tersebut diha-
rapkan dapat ditaati. Namun, Leech (1993:209)
mengungkapkan bahwa maksim-maksim
tersebut hendaknya ditaati sampai batas-batas
tertentu. Bukannya ditaati sebagai kaidah se-
cara absolut. Saran itu berlaku khususnya bagi
sub-submaksim yang lebih lemah (dinyatakan
dalam tanda kurung). Dalam komunikasi, sese-
orang yang pada setiap kesempatan selalu
merendahkan diri akan menjadi orang yang
sangat membosankan. Selain itu, orang terse-
but akan dinilai sebagai orang yang tidak tulus
dan tidak sungguh-sungguh.

Pada tujuan tertentu, pematuhan prinsip-
prinsip kesopanan dapat menjadi lebih long-
gar. Kritikan akan menjadi sangat membosan-
kan atau aneh apabila dilontarkan dengan ba-
hasa yang sopan, terlebih dalam dunia jurnalis-
me warga yang cenderung bebas berpendapat.
Para netizen (termasuk kompasianer) biasanya
menggunakan bahasa yang lugas, yang me-
mungkinkan terjadinya pelanggaran prinsip-
prinsip kesopanan. Kondisi seperti itu membuat
penutur harus juga memperhatikan hal-hal
yang menyebabkan pelanggaran prinsip keso-
panan. Pranowo (2009:68-73) mengungkapkan
beberapa faktor atau hal yang menyebabkan
pelanggaran prinsip kesopanan.

a. Penutur menyampaikan kritik secara lang-
sung (menohok mitra tutur) dengan kata
atau frase yang kasar.

b. Penutur didorong rasa emosi ketika ber-
tutur.

(@)

Penutur protektif terhadap pendapatnya.

d. Penutur sengaja ingin memojokkan mitra
tutur dalam bertutur.

e. Penutur menyampaikan tuduhan atas da-

sar kecurigaan terhadap mitra tutur. -
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Pelanggaran terhadap maksim-maksin
kesopanan tentunya memiliki fungi tertentu.
Fungsi tersebut yang mendasari kesengajaan
penutur melakukan pelanggaran kesopanan.
Oleh karena itu, pengungkapan fungsi pema-
tuhan dan pelanggaran prinsip kesopanan sa-
ngat menarik dan penting dilakukan.

3. Metode, Data, dan Sumber Data

Metode yang digunakan dalam penelitian
ini ialah metode penelitian kualitatif yang ber-
sifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif me-
rupakan prosedur penelitian yang memanfaat-
kan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
dan lisan tentang sifat individu, keadaan, gejala
dari kelompok tertentu yang dapat diamati
(Moleong, 1994:6). Penelitian ini berhubungan
dengan pemakaian bahasa dalam rubrik Politik
di Kompasiana, khususnya yang terkait dengan
polemik usulan dana aspirasi DPR. Sehubung-
an dengan itu, untuk mengkaji kesopanan di
rubrik Politik Kompasiana terkait wacana ter-
sebut, peneliti mengunakan pendekatan prag-
matik. Pendekatan pramatik digunakan untuk
mengkaji maksud pembicara yang dapat ter-
surat maupun tersirat di balik tuturan yang di-
analisis. Makna yang ditimbulkan ternyata
beragam.

Pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan dengan mengunduh artikel dari
rubrik Politik Konpasiana terkait polemik usulan
dana aspirasi DPR. Dasar yang dipakai dalam
penentuan artikel mempertimbangkan variasi
isi dan penggunaan bahasa. Metode analisis
data menggunakan model interaktif, seperti
yang dikemukakan Miles dan Huberman
(2007:19-20). Metode itu terdiri atas tiga kom-
ponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data,
dan penarikan simpulan atau verifikasi. Peng-
kajian atas ketiga komponen itu dilakukan da-
lam bentuk interaktif dengan proses pengum-
pulan data.



4. Pembahasan

4.1 Pematuhan Prinsip Kesopanan serta
Fungsinya dalam Wacana Usulan Dana
Aspirasi DPR di Rubrik Politik
Kompasiana

Penggunaan bahasa di Kompasiana dite-
kankan pada penggunaan bahasa yang sopan.
Isi artikel rubrik politik terkait usulan dana aspi-
rasi DPR tidak bisa dilepaskan dari fakta bah-
wa masyarakat menolak usulan tersebut. Arti-
kel-artikel di rubrik Politik Kompasiana memper-
lihatkan adanya pematuhan dan pelanggaran
prinsip kesopanan. Berikut ini deskripsi pema-
tuhan prinsip kesopanan di rubrik Politik Koni-
pasiana terkait usulan dana aspirasi DPR.

4.1.1 Maksim Kearifan (Tact Maxim)

Hal yang mendasari maksim kearifan ada-
lah tindak tutur untuk memaksimalkan keun-
tungan pihak lain dan meminimalkan keun-
tungan sendiri. Pada saat melaksanakan mak-
sim kearifan, penutur dapat menghindarkan
sikap iri dengki dan sakit hati pada mitra tutur.
Artikel berjudul “Politik Gratisan Dana Aspi-
rasi” ini mengedepankan maksim kearifan.

1) Sesungguhnya akan lebih elegan jika
para politisi ini berkaca kepada kondisi
ekonomi yang belum pulih dewasa ini
dengan berempati pada kesulitan seba-
gian besar rakyat secara cerdas dan me-
rakyat sehingga tidak akan ada lagi pen-
dekatan melulu sumbangan untuk per-
baikan jalan, bangunan dan irigasi per-
tanian. Juga layak untuk diingat para
politisi bahwa para pendiri bangsa ini
tidak pernah mengajarkan dan memberi
contoh semacam itu, dan tak sedangkal
itu pula pelaksanaan jargon politik “me-
nangis dan tertawa bersama rakyat”.

Dalam penggalan artikel (1) tersebut tam-
pak jelas bahwa kompasianer (penulis artikel)
memaksimalkan keuntungan bagi masyarakat
dengan mengajak anggota DPR (orang ketiga)
melihat kondisi ekonomi Indonesia yang masih
dalam kondisi menurun. Terlebih lagi, Bank

Indonesia (BI) kembali memberikan koreksi per-
tumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 ha-
nya akan mencapai level 5,1 persen. Angka ter-
sebut tentunya lebih rendah dibanding perki-
raan pemerintah yang 5,4 persen (dalam http://
ekonomi.metrotvnews.com). Dengan melihat
kondisi ekonomi tersebut, diharapkan anggota
DPR dapat berempati dengan kesulitan seba-
gian besar masyarakat. Selain itu, kompasianer
mengingatkan para anggota DPR tentang ha-
kikat jargon politik “menangis dan tertawa ber-
sama rakyat’. Kompasianer mengajak para ang-
gota DPR ikut merasakan kesulitan yang
dialami masyarakat.

Pematuhan maksim kearifan juga terdapat
pada artikel yang berjudul “Kekuatan Setan di
Belakang DPR.”

2) Untukitu, kelompok-kelompok yang pu-
nya basis nasionalis baik berasal dari aga-
ma mana pun serta para orang baik pe-
negak kebenaran di negeri ini untuk ber-
satu memberangus kekuatan kelompok
setan tersebut. Dengan demikian, bang-
sa ini bisa fokus mewujudkan amanat
penderitaan rakyat dan cita-cita negara
ini didirikan, yaitu negara yang adil, se-
jahtera, aman makmur sentosa dan
bangsa yang berharkat - bermartabat di
mata dunia.

Dalam penggalan artikel (2) tersebut,
kompasianer terlihat memaksimalkan keun-
tungan kepada orang ketiga, yakni pembaca
masyarakat Indonesia. Kompasianer mengajak
masyarakat agar peduli terhadap kondisi bang-
sa dan bersatu menentang usulan dana aspirasi
DPR. Kompasianer tersebut mengharapkan
agar bangsa Indonesia bisa fokus mewujudkan

‘amanat penderitaan rakyat dan cita-cita bang-

sa ketika didirikan. Cita-cita bangsa ketika didi-
rikan mewujudkan negara yang adil, sejahtera,
aman, makmur, sentosa, dan bermartabat di
mata dunia.

Kedua penggalan artikel tersebut menun-
jukkan bahwa kedua kompasianer sebagai pe-
nutur telah menjalankan prinsip kearifan. Hal
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itu diwujudkan dengan memberikan keuntung-
an kepada orang ketiga, yakni masyarakat. Kri-
tikan yang diberikan kepada para anggota DPR,
sebagai pihak kedua, disampaikan dengan tu-
turan yang mengedepankan kesopanan.

4.1.2 Maksim Pujian (Approbation Maxiin)

Seseorang dapat dianggap sopan apabila
dalam bertutur memberikan pujian atau peng-
hargaan kepada orang lain. Penggunaan mak-
sim pujian dapat menimbulkan rasa hormat
tanpa saling merendahkan, menjelek-jelekkan,
atau mengecam pihak lain. Tuturan yang tidak
seperti itu dianggap tidak sopan. Penggalan
artikel “Penolakan Dana Aspirasi dan ‘Politik
Kabut’ SBY” mematuhi maksim pujian.

3) Para petinggi Partai Demokrat akan me-
ngira, atas sikap SBY terkait Dana Aspi-
rasi, dapat menaikkan tingkat keperca-
yaan rakyat kepada Demokrat akan se-
makin naik secara signifikan. Itulah
yang diharapkan terutama menghadapi
pergulatan politik di tahun 2019 menda-
tang. SBY dan Demokrat dengan cara
ini akan merebut simpatik rakyat ....

Pada penggalan artikel (3) tersebut kom-
pasianer menggunakan maksim pujian ter-
hadap langkah Partai Demokrat dan sikap SBY
terkait usulan dana aspirasi. Kompasianer me-
ngapresiasi SBY yang menentang usulan dana
aspirasi DPR meskipun kebijakan Partai Demo-
krat mendukung pengajuan dana aspirasi.
Kompasianer berpersepsi bahwa sikap SBY ter-
sebut untuk menarik simpati rakyat. Pemberian
pujian tersebut dilakukan dengan menonjolkan
sisi positif dari mitra tutur (Partai Demokrat
dan SBY). Pematuhan maksim pujian tersebut
menumbuhkan kesopanan.

4.1.3 Maksim Kerendahan Hati (Modesty
Maxim)

Maksim kerendahan hati menuntut setiap
peserta pertuturan untuk memaksimalkan keti-
dakhormatan pada diri sendiri, dan memi-
nimalkan rasa hormat pada diri sendiri (Wijana,
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1996:58). Dengan itu rasa rendah hati diwu-
judkan dengan tidak menyombongkan diri dan
sebanyak mungkin mengecam diri sendiri. Ke-
sopanan kompasianer dengan maksim keren-
dahan hati terdapat pada artikel “Dana Aspi-
rasi atau Konspirasi?” berikut.

4) Masyarakat dengan segala kepolosan-
nya pun menilai dana aspirasi sangat ra-
wan untuk dikorupsi. Jika disetujui, sa-
ma saja membenarkan wakil rakyat un-
tuk membuat proyek pembangunan dan
merangsang mereka mencari proyek.

Kompasianel‘- pada penggalan artikel (4)
tersebut menempatkan diri sebagai masyarakat.
Kompasianer menunjukkan kerendahan hati
dengan kalimat masyarakat dengan segala kepo-
losannya pun.... Berdasarkan penggalan kalimat
tersebut, masyarakat diidentikkan dengan ke-
polosan. Kepolosan masyarakat tersebut dimak-
nai seolah-olah tidak mengetahui persoalan
dan perkémbangan politik. Pematuhan maksim
kerendahan hati dalam artikel tersebut dapat
menumbuhkan rasa santun bagi mitra tutur
(anggota DPR) meskipun secara keseluruhan
artikel berisi kritikan.

4.1.4 Maksim Kesepakatan (Agreement
Maxim)

Pemakaian maksim kesepakatan dalam
tindak tutur dapat menjalin kesepahaman an-
tarpeserta tutur. Kesepakatan yang terjalin
antarpeserta tutur dianggap sebagai sikap yang
santun. Artikel berjudul “Akrobat Ala Demo-
krat Dalam Dana Aspirasi” mematuhi maksim
kesepakatan.

5) “Itulah permainan politik topeng yang
memalukan dan memilukan. Seharus-
nya, kalau memang setuju ya sikapnya
harus setuju, siapkan argumentasi dan
apa pun resiko politiknya. Kalau meno-
lak, seharusnya ya menolak dengan
tegas,” kata Pasek, kepada kompas.com,
Rabu (24/6) kemarin. Apa yang disam-
paikan Pasek, tidaklah salah. Sebab, da-
lam rapat paripurna, Selasa (23/6) lalu,



Demokrat bersama enam fraksi lainnya
mendukung dana aspirasi.

Kompasianer dalam penggalan artikel (5)
tersebut mematuhi maksim kemufakatan atau
kesepahaman dengan menyatakan kesepa-
katan terhadap pernyataan Gede Pasek. Kom-
pasianer tersebut sepakat bahwa sikap SBY
tidak ubahnya permainan politik yang mema-
lukan dan memilukan. Kompasiner juga sepa-
kat perlunya SBY dan Partai Demokrat menun-
jukkan ketegasan antara setuju ataukah me-
nolak dana aspirasi DPR. Kesepakatan kom-
pasianer terhadap pernyataan Gede Pasek me-
nimbulkan kesopanan terhadap mitra tutur.
Kesepakatan tersebut merupakan bentuk upa-
ya kompasianer mematuhi maksim kesepa-
katan sebagai bagian kesopanan tutur.

4.1.5 Maksim Simpati (Sympathy Maxim)

Penggunaan maksim simpati oleh peserta
tutur dapat menumbuhkan rasa mawas diri an-
tarpeserta tuturan. Rasa simpati yang diwu-
judkan dalam penggunaan tuturan dianggap
sebagai sesuatu yang sopan. Sebaliknya, pe-
serta tutur yang menggunakan tuturan yang
mengungkapkan rasa antipati dianggap tidak
sopan. Terdapat beberapa penggalan rubrik Po-
litik di Kompasiana yang mengandung maksim
simpati, seperti pada penggalan artikel berjudul
“Dana Aspirasi atau Konspirasi?”.

6) Masih teringat jelas kebijakan peme-
rintah berdasarkan Perpres Nomor 39
Tahun 2015 tentang penambahan ang-
garan uang muka atau down payment
(DP) mobil bagi pejabat negara, meski-
pun sudah dicabut, hal itu meninggal-
kan cerita yang melukai hati rakyat ka-
rena permintaan keluarnya Perpres ter-
sebut adalah dari para wakil rakyat di
DPR. Sekarang, pemberitaan di tanah
air sudah diramaikan lagi oleh kelakuan
anggota DPR dengan meloloskan ran-
cangan peraturan Usulan Program Pem-
bangunan Daerah Pemilihan (UP2DP)
yang lebih dikenal dengan sebutan “da-
na aspirasi”.

Kompasianer dalam penggalan artikel (6)
tersebut menunjukkan rasa simpati dengan pe-
rasaan pembaca (masyarakat). Kompasianer
bersimpati bahwa perasaan masyarakat per-
nah terlukai karena permintaan DPR agar
presiden mengeluarkan Perpres penambahan
anggaran uang muka mobil bagi pejabat ne-
gara. Sekarang DPR kembali melukai rakyat
dengan meloloskan rancangan peraturan
Usulan Program Pembangunan Daerah Pemi-
lihan (UP2DP) aspirasi. Kompasianer bersim-
pati dengan perasaan rakyat yang dalam kesu-
litan ekonomi, sedangkan DPR terkesan lebih
mementingkan kepetingan kelompok atau
pribadi.

Kompasianer lain yang juga bersimpati
pada perasaan masyarakat terdapat dalam
artikel berjudul “Dana Aspirasi; Kepedulian ke
Rakyat atau Melanjutkan Tradisi Rampok Uang
Rakyat” berikut.

(7) Jika kita mencoba melihat dari sisi atau
aspek keadilan dengan mudah kita bisa
membayangkan akan terjadi ketim-
pangan yang sangat mencolok antara
daerah pemilihan (dapil) yang berada
di Jawa dan dapil yang ada di luar Pu-
lau Jawa seperti Indonesia Timur. Hal
ini disebabkan karena anggota DPR RI
yang berada di daerah Jawa lebih ma-
yoritas ketimbang anggota DPR yang di
luar Jawa. Proporsi yang kurang begitu
balances inilah harusnya menjadi kajian
awal sebelum memutuskan persoalan
yang besar ...

Pada penggalan artikel tersebut, kom-
pasianer menaruh simpati terhadap masyara-
kat di daerah Indonesia Timur. Seandainya da-
na aspirasi dicairkan berdasarkan daerah pemi-
lihan, masyarakat yang tinggal di daerah luar
Jawa utamanya Indonesia Timur sangat diru-
gikan. Hal itu didasari pertimbangan jumlah
anggota DPR di wilayah Indonesia Timur sa-
ngat sedikit. Kompasianer bersimpati akan ter-
jadi ketimpangan yang mencolok antara da-
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erah pemilihan (dapil) yang berada di Jawa
dan dapil yang berada di wilayah Indonesia
Timur.

Simpati para kompasianer dalam artikel-
artikel tersebut menunjukkan bahwa kom-
pasianer menjalankan maksim simpati. Pera-
saan kompasianer menyatu dan merasakan ke-
luhan rakyat sebagai perwujudan mawas diri.
Kompasianer ikut merasakan yang pihak keti-
ga (masyarakat) rasakan.

Berdasarkan deskripsi pematuhan berba-
gai prinsip kesopanan, yakni maksim kearifan,
maksim pujian, maksim kerendahan hati, mak-
sim kesepakatan, dan maksim simpati para
kompasianer menempatkan diri sebagai bagian
masyarakat. Kompasianer sebagai bagian ma-
syarakat menyampaikan kritikan kepada ang-
gota DPR yang telah menyetujui usulan dana
aspirasi. Pematuhan prinsip-prinsip tersebut
membuat berbagai kritikan tetap sopan bagi
anggota DPR. Sedangkan pembaca (masyara-
kat) merasa dibela dan mendapat dukungan
untuk menentang usulan dana aspirasi ter-
sebut.

Selain pematuhan prinsip-prinsip keso-
panan tersebut, artikel para kompasianer dido-
minasi pelanggaran prinsip kesopanan. Usulan
dana aspirasi DPR tersebut mendapat penolak-
an dari hampir seluruh lapisan masyarakat. Sa-
lah satu media yang menyampaikan penen-
tangan tersebut diwujudkan dalam Kompasia-
na. Para kompasianer secara terbuka mengung-
kapkan penolakan dengan disertai kemarahan
dan kekecewaan. Para kompasianer melakukan
berbagai pelanggaran prinsip kesopanan.
Berikut ini merupakan contoh pelanggaran prin-
sip kesopanan terkait wacana usulan dana aspi-
rasi DPR dalam rubrik Politik Kompasiana.

4.2 Pelanggaran Prinsip Kesopanan dan
Fungsinya

4.2.1 Pelanggaran Maksim Pujian
(Approbation Maxim)

Pelanggaran maksim pujian dilakukan
dengan memberikan kecaman keras sehingga
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cenderung merendahkan dan menjelek-jelek-
kan pihak lain. Kecaman keras para kom-
pasianer tersebut diungkapkan dengan berba-
gai cara.

4.2.1.1 Penggunaan Kata atau Frasa yang
Kasar

Kritikan secara langsung (menohok) de-
ngan menggunakan kata atau frasa yang kasar
mengakibatkan ketidaksopanan. Ketidakso-
panan terlihat pada penggalan artikel berjudul
“DPR Mensahkan Cara Mereka Korupsi Berja-
maah” berikut. =

(8) Cara anggota DPR melakukan upaya
untuk memberikan pengabdian kepada
masyarakat di dapilnya dengan alasan
percepatan pembangunan sejatinya ha-
nyalah akal-akalan saja dimana mereka

ingin mengabdi dengan cara yang yang
halal ....

Kompasianer tersebut memberikan kri-
tikan secara langsung dan menohok para ang-
gota DPR. Kata atau frasa kasar yang diguna-
kan pada data (8) tersebut, yaitu hanyalal akal-
akalan saja. Kompasianer secara langsung me-
nyampaikan bahwa sejatinya anggota DPR ha-
nya akal-akalan mengesahkan usulan dana as-
pirasi tersebut. Penggunaan kata atau frasa ka-
sar juga digunakan pada artikel berjudul “Be-
nang Merah Dana Aspirasi dengan Revisi UU
KPK” berikut.

(9) DPR tetap ngotot mengesahkan dana
aspirasi. Para penyamun di sana justru
mengeluarkan kata-kata ancaman ke-
pada Presiden Jokowi. Jika pemerintah
tidak menyetujui dana aspirasi, mereka
akan mengatakan kepada rakyat bahwa
tidak lancarnya aspirasi adalah salah
Jokowi. Pernyataan yang menggelikan
mengingat bahwa respon masyarakat
justru menolak dana aspirasi. Rupanya
anggota-anggota DPR itu mengira mere-
ka masih bisa membohongi rakyat.

Kompasianer dalam penggalan artikel (9)
tersebut memberikan kritikan secara langsung



dengan menggunakan kata atau frasa yang
kasar, berupa para penyamun dan membohongi
rakyat. Kompasianer tersebut menyamakan
anggota DPR dengan penyamun (perampok).
Selain itu, kompasianer mempersepsikan
bahwa selama ini anggota DPR telah banyak
membohongi rakyat. Namun, anggota DPR
harus menyadari rakyat sudah pintar dan tidak
dapat dibohongi lagi.

Kritikan secara langsung dan menohok
anggota DPR sangat terasa pada artikel berju-
dul “Penolakan Dana Aspirasi dan ‘Politik Ka-
but” SBY”.

(10) Usulan “Dana Aspirasi” yang menjadi
program unggulan para politisi haus
perselingkuhan harta dan Kekuasaan
akhirnya disetujui. Dalam sidang pa-
ripurna hanya ada tiga Fraksi yang me-
nolak yaitu PDI Perjuangan, NasDem
dan Hanura. Sedangkan Fraksi Demo-
krat yang dipimpin Ibas akhirnya meng-
ikuti kelompok besar menjadi 7 fraksi
yang ikut menyetujui usulan Program
Pembangunan Daerah Pemilihan
(UP2DP) atau “Dana Aspirasi”.

Kompasianer pada penggalan artikel (10)
tersebut menggunakan kata-kata kasar yang di-
tujukan kepada anggota DPR, melalui pernya-
taan usulan dana aspirasi yang menjadi program
unggulan para politisi haus perselingkuhan harta
dan kekuasaan akhirnya disetujui. Kompasianer
menohok anggota DPR sebagai pihak yang se-
lalu haus harta dan kekuasaan. Pelanggaran
maksim pujian dengan menyampaikan kritik
secara langsung (menohok mitra tutur) dengan
kata atau frasa yang kasar tersebut tidak sopan,
terlebih bagi anggota DPR.

4.2.1.2 Kompasianer Didorong Rasa
Emosional ketika Bertutur

Rasa marah atau emosi yang berlebihan
ikut mewarnai tulisan para kompasianer dalam
rubrik politik Kompasiana. Penggunan tulisan
dengan didasari rasa emosi terlihat dalam tu-
lisan berjudul “DPR Mensahkan Cara Mereka
Korupsi Berjamaah” berikut ini.

(11) Tapi langkah yang dilakukan oleh para
begundal politik di DPR adalah kekeli-
ruan yang sangat besar, mereka dengan
sengaja membuat peraturan yang
menguntungkan mereka sendiri yang se-
cara tidak langsung bertentangan
dengan aturan yang ada karena telah
melampaui fungsi dan tugas para ang-
gota DPR tersebut.

Pada penggalan artikel (11) tersebut
kompasianer melakukan pelanggaran maksim
pujian. Kompasianer menyampaikan kritikan
kepada anggota DPR.dengan didorong rasa
emosi. Rasa marah atau emosi yang berlebihan
ikut mewarnai tulisan kompasianer dalam
rubrik politik berjudul “Penolakan Dana Aspi-
rasi dan ‘Politik Kabut’ SBY “berikut.

(12) Usulan “Dana Aspirasi” yang menjadi
program unggulan para politisi haus
perselingkuhan harta dan Kekuasaan
akhirnya‘disetujui. .... “Yaa, namanya
juga usaha!” Begitu kali ya jawaban ok-
num DPR nakal..lehe! Ngisin-ngisini!

Penggunaan bahasa yang mengungkap-
kan kemarahan atau emosi terlihat pada ...para
politisi haus perselingkulian harta dan Kekuasaan
akhirnya disetujui.... dan yaa, namanya juga usa-
ha! Begitu kali ya jatwaban oknum DPR nakal.
hehe! Ngisin-ngisini! Penggunaan tuturan yang
juga mengedepankan emosi dapat terlihat pada
artikel berjudul “DPR Mensahkan Cara Mereka
Korupsi Berjamaah” berikut ini.

(13) Mereka adalah orang-orang berusia dua
kali lipat dari usia saya, mereka sudah
sangat layak untuk disebut tua dan de-
wasa dalam berpikir, namun rupanya
kebencian memang selalu berhasil ka-
lahkan nalar seorang manusia. Tapi
yang paling menyedihkan sebenarnya
ada sebagian mereka yang berprofesi se-
bagai pengajar, ustad dan dosen yang
tidak bisa disebut golongan tidak ber-
pendidikan.

Kompasianer pada penggalan artikel (13)
tersebut begitu emosi. Kompasianer emosi ka-
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rena anggota DPR, yang berusia dua kali lipat
dari usia kompasianer, belum dapat bersikap
dewasa. Pelanggaran prinsip kesopanan
dengan mengedepankan emosi pada setiap tu-
turan mengakibatkan ketidaksopanan. Saat
kata-kata yang dituturkan tersebut diungkap-
kan dengan emosi, yang keluar adalah kata-
kata yang tidak sopan.

4.2.1.3 Memojokkan Mitra Tutur dalam
Bertutur

Tuturan yang memojokkan mitra tutur
secara sengaja menjadikan tuturan tidak sopan.
Ketidaksopanan ditunjukkan melalui pilihan-
pilihan kata yang membuat lawan tutur terpo-
jok dan disalahkan. Penggalan artikel berjudul
“DPR Mensahkan Cara Mereka Korupsi Berja-
maah” berikut ini memojokkan para anggota
DPR.

(14) Alasan yang dikemukakan oleh anggota
DPR yang menyetujui anggaran tersebut
secara tidak langsung tidak masuk akal,
hal ini hanya dilakukan studi di salah
satu propinsi, di Jawa Timur, di mana
konstituan anggota DPR dapil Jatim
memberikan usulan untuk ada dana
yang bisa digunakan secara cepat jika
ada masyarakat dari dapil itu mengusul-
kan suatu program yang tidak bisa di-
realisasikan di anggaran daerah terse-
but, dan memerlukan proses yang ber-
belit-belit.

Kompasianer dalam penggalan artikel (14)
tersebut memojokkan mitra tutur kedua (ang-
gota DPR). Alasan yang dikemukakan anggota
DPR dalam menyetujui usulan dana aspirasi
dianggap sangat tidak masuk akal. Apalagi
studi hanya dilakukan di Jawa Timur. Pelang-
garan prinsip pujian dengan memojokkan ang-
gota DPR berfungsi untuk mengkritik. Selain
itu, kompasianer ingin menunjukkan kepada
anggota DPR bahwa usulan dana aspirasi DPR
tersebut tidaklah tepat.
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4.2.1.4 Mendasarkan pada Kecurigaan

Kecurigaan yang disampaikan penutur
kepada mitra tutur dengan melontarkan bera-
gam tuduhan menjadikan tuturan tidak sopan.
Para anggota DPR yang mengusulkan adanya
dana aspirasi DPR, menimbulkan beragam ke-
curigaan di kalangan masyarakat. Penggalan
artikel berjudul “Dana Aspirasi atau Konspi-
rasi?” menyampaikan tuduhan atas dasar ke-
curigaan.

(15) .... Sedangkan dalam kasus dana aspi-
rasi atau Ul:-"2DP, belum jelas objek riil
yang akan d-ibangun, semuanya masih
dalam angan yang dihiasi dengan sebut-
an aspirasi. Jika sudah tiba waktunya,
pembangunan yang dilakukan bukan
berdasar proposal aspirasi, namun
konspirasi.

Pada penggalan data (15) tersebut, kom-
pasianer menyampaikan kecurigaan kepada
anggota DPR bahwa dana aspirasi sebagai
sebuah wacana yang belum jelas objek riil yang
akan dibangun. Kecurigaan muncul bahwa se-
muanya masih dalam angan-angan anggota
DPR. Kompasianer menuduh apabila usulan
tersebut terealisasi, hal itu merupakan konspi-
rasi demi keuntungan para anggota DPR. Ke-
curigaan yang serupa juga disampaikan dalam
artikel berjudul “Dana Aspirasi DPR vs Uji Ke-
patutan KaBIN dan Panglima TNI” berikut ini.

(16) “Kalau ente gak terima itu barang (dana
aspirasi 20 M), ane kagak lolosin itu ba-
rang enfe (calon KaBIN dan calon Pang-
lima TNI)!” Kira-kira begitu bargaining
position kalau direka secara berlebihan.
Padahal, kan, DPR tahu kalau KaBIN
dan Panglima TNI itu prerogatif presi-
den. DPR tidak berhak menolak, hanya
memberi masukan. “Yaa, namanya juga
usaha!” Begitu kali ya jawaban oknum
DPR nakal..liehe! Ngisin-ngisini!

Pada data (16) tersebut, kompasianer me-
nuduh usulan dana aspirasi merupakan per-
mintaan imbalan DPR atas pencalonan kepala



BIN dan Panglima TNI yang diusulkan presi-
den. Kecurigaan semakin besar terlebih usulan
tersebut bergulir seiring agenda penetapan ke-
pala BIN dan Panglima TNI. Bagi kompasianer
tersebut, seandainya kecurigaan tersebut benar,
sikap DPR tersebut tergolong bentuk kenalakan
dan sangatlah memalukan.

Ketiga petikan artikel tersebut banyak di-
dasari kecurigaan terhadap mitra tutur (ang-
gota DPR). Kecurigaan diperkuat dengan re-
kam jejak anggota DPR yang citranya cende-
rung negatif, seperti banyaknya korupsi yang
melibatkan anggota DPR. Pelanggaran maksim
pyjian dengan menyampaikan tuduhan atas
dasar kecurigaan terhadap mitra tutur (ang-
gota DPR) berfungsi untuk mengungkapkan
maksud DPR yang sebenarnya ketika memu-
tuskan usulan dana aspirasi.

4.2.2 Pelanggaran Maksim Kesepakatan
(Agreement Maxim)

Pelanggaran prinsip kesopanan terjadi
apabila ada pertentangan pemahaman atau
pendapat antarpeserta tuturan. Usulan dana
aspirasi DPR mendapatkan pertentangan dari
masyarakat. Kritik yang disampaikan para
kompasianer dalam rubrik Politik Kompasiana
secara keseluruhan menunjukkan ketidaksepa-
katan dengan keputusan anggota DPR menge-
nai usulan dana aspirasi. Penggalan artikel
yang berjudul “Dana Aspirasi; Kepedulian ke
Rakyat Atau Melanjutkan Tradisi Rampok
Uang Rakyat” berikut ini menunjukkan keti-
daksepakatan dengan anggota DPR.

(17) Berbagai persoalan akan muncul dengan
dana aspirasi ini mulai dari bagaimana
mekanisme pembelanjaannya serta ba-
gaimana aspek keadilannya karena se-
tiap anggota DPR berhak atas dana ter-
sebut namun anggota DPR RI mayoritas
di Jawa bagaimana yang berada di luar
Pulau Jawa?

Pada penggalan artikel (17) tersebut, kom-
pasianer melakukan pelanggaran maksim ke-
sepakatan dengan menentang usulan dana as-

pirasi DPR. Menurut kompasianer tersebut da-
na aspirasi dapat menimbulkan berbagai per-
soalan dan ketidakadilan.

Deskripsi pelanggaran prinsip kesopanan
tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran ba-
nyak dilakukan dalam artikel-artikel yang
membahas usulan dana aspirasi DPR di rubrik
Politik Kompasiana. Pelanggaran maksim puji-
an sebagai bentuk kecaman keras para kom-
pasianer disampaikan dengan mengungkap-
kannya dalam berbagai cara. Kompasianer
mengkritik langsung alflggota DPR dengan kata
atau frasa yang kasar; bertutur dengan dido-
rong rasa emosi ketika bertutur; sengaja ingin
memojokkan mitra tutur; atau menyampaikan
tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap mitra
tutur dengan melontarkan beragam tuduhan.
Selain maksim pujian, pelanggaran juga terjadi
pada maksim kesepakatan yang menunjukkan
pertentangan pemahaman atau pendapat atas
usulan dana aspirasi DPR,

Berbagai pelanggaran prinsip kesopanan
tersebut berfungsi untuk menyampaikan kritik
pedas sekaligus penolakan kepada para ang-
gota DPR. Bagi kompasianer, yang menempat-
kan diri sebagai masyarakat, pelanggaran prin-
sip kesopanan tersebut sangat pantas diberikan
kepada anggota DPR. Bagi kompasianer para
anggota DPR tersebut jauh tidak sopan dengan
menggulirkan usulan dana aspirasi, sedangkan
kondisi ekonomi masyarakat sedang terpuruk.

5. Simpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan dapat
disimpulkan sebagai berikut. Pertama, para
kompasianer (penulis artikel) di rubrik Politik
Kompasiana terkait usulan dana aspirasi DPR

mematuhi prinsip-prinsip kesopanan. Peme-

nuhan prinsip itu meliputi maksim kearifan,
maksim pujian, maksim kerendahan hati, mak-
sim kesepakatan, dan maksim simpati. Pema-
tuhan tersebut berfungsi untuk menunjukkan
bahwa kompasianer menempatkan diri sebagai
bagian masyarakat. Kritikan kepada anggota
DPR yang telah menyetujui usulan dana aspi-
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rasi disampaikan dengan sopan. Sedangkan
pembaca (masyarakat) merasa dibela dan men-
dapat dukungan untuk menentang usulan da-
na aspirasi.

Kedua, pelanggaran prinsip kesopanan ba-
nyak dilakukan kompasianer. Pelanggaran pa-
da maksim pujian dilakukan dengan menge-
cam keras anggota DPR. Kecaman disampai-
kan dengan berbagai cara, yakni mengkritik
langsung anggota DPR dengan kata atau frasa
yang kasar; bertutur dengan didorong rasa
emosi; sengaja ingin memojokkan mitra tutur;
menyampaikan tuduhan atas dasar kecurigaan
terhadap mitra tutur dengan melontarkan
beragam tuduhan. Pelanggaran kesantunan
yang lain diwujudkan dengan melakukan pe-
langgaran terhadap maksim kesepakatan.
Realisasinya dengan menunjukkan adanya per-
tentangan pemahaman atau pendapat menge-
nai usulan dana aspirasi DPR. Pelanggaran
tersebut berfungsi untuk menyampaikan kritik
sekaligus penolakan terhadap usulan dana
aspirasi DPR.

Penyampaian kritik kepada mitra tutur se-
baiknya tetap mematuhi prinsip kesopanan.
Terlebih, mitra tutur tersebut anggota DPR
yang juga pilihan rakyat. Kritikan kepada para
anggota DPR tetap harus disampaikan apabila
membuat kebijakan yang tidak prorakyat. Ha-
nya saja, penyampaian kritikan harus mem-
perhatikan isi dan cara menyampaikannya
dengan sopan. Kesopanan dalam menyampai-
kan kritikan tidak akan mengurangi esensi kri-
tikan itu sendiri. Penelitian lebih lanjut dapat
dilakukan untuk mengungkapkan berbagai
latar belakang para kompasianer yang cende-
rung melanggar prinsip kesopanan.
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